
Abdullah Sammy

JAKARTA
— Dendam Pi-

ala AFF masih
dirasakan oleh

segenap penggawa
Merah Putih. Belum lekang dari

ingatan bagaimana Malaysia meng -
angkat piala di atas rumput Gelora
Bung Karno setelah unggul agregat
4-2 atas Indonesia di partai
final yang mengusung sistem
home and away pada De-
sember 2010.

Dendam itu yang kini
siap dimuntahkan peng-
gawa Garuda U-23 di
laga terakhir Grup A
SEA Games XXVI ca-
bang sepak bola sore
nanti di Stadion

Utama Gelora Bung Karno, Jakar-
ta. Indonesia siap mengganyang
Malaysia!

Walau telah memastikan tempat
di semifinal, para pemain Indonesia
tidak mau begitu saja melepaskan
laga terakhir melawan Malaysia.
Menyingkirkan tim Harimau Ma -
laya yang merupakan juara berta-
han SEA Games dianggap sebagai
pembalasan setimpal dari AFF
2010.

Pelatih Indonesia Rahmad Dar-
mawan mengatakan timnas akan
bermain untuk meraih tiga angka
karena Indonesia masih memiliki

misi menjuarai grup. Karena itu
pelatih yang akrab dipanggil
RD ini tetap akan menu-
runkan sejumlah peng-
gawa terbaik timnas. ‘’Tim
ini ber main untuk me -
nang. Kami ingin menja -
di juara grup agar jalan

di babak berikut-
nya menjadi lebih

mudah,’’ ujar nya
saat jumpa pers se -

usai latihan terakhir
timnas, Rabu (16/11).

Apa yang dikata -
kan RD, tecermin saat
latihan para skuat Ga -
ruda Muda di lapangan

C Senayan. Para pemain
tampak diinstruksikan

untuk memperbanyak pass-
ing ketimbang dribbling. Pola

ini yang coba diimplementasikan
pada laga kontra Malaysia.

RD juga tampak memberi in-
struksi detail pada setiap pemain

Mansyur Faqih,
Esthi Maharani

Jual beli pasal UU masih
sulit dibuktikan.

JAKARTA — Banyaknya UU
yang kemudian dibatalkan oleh
Mahkamah Konstitusi (MK) tak
hanya menunjukkan rendahnya
kualitas kebijakan legislasi na-
sional. Lebih miris lagi, proses
penyusunan perundang-undang -
an ternyata dikuasai oleh sege -
lintir pemilik modal yang sarat
kepentingan.

Anggota Komisi Hukum DPR
Eva Kusuma Sundari mengata -
kan, yang banyak dibatalkan
adalah UU bernapas liberalisasi
ekonomi yang merupakan amanat
Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO), bukan UUD 1945. Setelah
meratifikasi perjanjian WTO, pe-
merintah diwajibkan membuat

berbagai UU yang memfasilitasi
perdagangan bebas itu.

Menurut politikus PDI Per-
juangan itu, draf RUU liberalisasi
energi, keuangan, sumber daya
alam atau pertanian bahkan disi-
apkan oleh konsultan-konsultan
asing dan sering dibiayai oleh
Bank Dunia dan Dana Moneter
Internasional (IMF) yang menjadi
agen WTO. ‘’Jadi, hanky panky
dalam proses penyusunan draf-
draf RUU bisa berupa jalan-jalan
ke luar negeri, beasiswa, ataupun
jadi konsultan program,’’ kata
Eva, Rabu (16/11).

Contoh UU yang dibatalkan
MK yang dinilai bernapas liberal -
isasi adalah UU Ketenagalis -
trikan dan UU Badan Hukum
Pendidikan. Eva menilai kesalah -
an DPR adalah tak mampu me -
nyaring draf RUU agar sesuai
kons titusi. Sepatutnya Badan
Legislasi DPR mengembangkan
daftar kontrol (check list) untuk
me mastikan setiap RUU meng -

ikuti UUD 1945.
Pengamat ekonomi politik Ich-

sanuddin Noorsy mengatakan,
ada banyak pintu masuk kepen -
tingan asing dalam proses penyu -
sunan peraturan di Indonesia
seperti lewat fasilitas utang luar
negeri, studi banding dan beasis -
wa, serta penelitian yang dispon-
sori lembaga asing. Mantan ang -
gota DPR ini menganggap kele -
mahan utama DPR adalah ku-
rangnya pengetahuan konstitusi
dan pengetahuan khusus atas
 suatu RUU.

‘’Dulu saya menolak memba-
has suatu RUU tanpa draf aka -
demik. DPR sekarang karena in-
stan dan sebagian berbasis suara
semu (false vote), maka tidak pu -
sing dengan soal-soal ideologis,
strategis fungsional,’’ papar Ich-
sanuddin.

Tudingan adanya jual beli
pasal dalam penyusunan RUU di
DPR dan juga aturan di birokrasi
dilontarkan Ketua Mahkamah

Konstitusi Mahfud MD yang juga
pernah menjadi anggota DPR.
Pengacara senior Adnan Buyung
Nasution juga mengaku pernah
mendengar dari pejabat peme -
rintah tentang jual beli pasal UU
di DPR.

Saat menjabat anggota Dewan
Pertimbangan Presiden, dia me -
rasakan repotnya pemerintah
mengegolkan UU atau APBN di
DPR. ‘’Tawar-menawarnya berat
betul sama DPR. Apalagi ada sa -
tu lagi, DPD. Kita mesti ke DPD
juga, lebih banyak lagi pungut -
annya,’’ kata Buyung.

Kepala Badan Pembinaan
Hukum Nasional Kementerian
Hukum dan HAM Wicipto Setiadi
sudah sering terlibat dalam pem-
buatan UU karena semua UU ha -
rus melalui harmonisasi di kemen -
teriannya. Namun, dia meng aku
tak pernah mendengar ada prak -
tik jual beli pasal di DPR. ‘’Tidak
ada ya. Kita tidak tahu ada jual
beli pasal,’’ tegas Wicipto.

Direktur Monitoring Advokasi
dan Jaringan Pusat Studi Hukum
dan Kebijakan (PSHK), Ronald
Rofiandri, menduga praktik jual
beli pasal sulit dibuktikan. Tapi,
praktik terselubung itu memang
kemungkinan terjadi karena
dalam alur pembahasan RUU ada
ruang yang bisa digunakan.

Dia memberi dugaan adanya
jual beli pasal dalam pembahasan
RUU Notaris di DPR periode
2004-2009. Saat itu muncul isu
bahwa untuk memastikan hanya
ada satu organisasi profesi notaris
yang diakui, mengalirlah sejum-
lah uang kepada anggota DPR.
Bahkan, pembahasan RUU-nya
hanya butuh waktu dua pekan,
jauh sangat cepat dibandingkan
rata-rata pembahasan RUU lain
yang berbulan-bulan, bahkan
tahunan. ‘’Ya dugaan seperti ini-
lah yang muncul ke permukaan,
tanpa bisa dibuktikan,’’ kata
Ronald. ■ muhammad hafil/c13 ed: rahmad
budi harto
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D i antara semua makhluk di
seluruh alam, manusia adalah
yang paling unggul derajatnya.

Manusia memiliki pancaindera, akal,
dan juga hati yang bisa digunakan un-
tuk berpikir guna membedakan anta -
ra yang hak dan batil lalu mengikuti
yang hak dan meninggalkan yang
batil.

Maka, wajar jika manusia dibebani
dengan amanah yang mesti diper -
tang gungjawabkan di akhirat kelak.
Akan tetapi indera, akal, dan hati
bisa keliru bahkan tidak berfungsi
 sebagaimana mestinya manakala
iblis ber hasil menguasai hawa nafsu
ma nu sia. Tatkala hawa nafsu
 menguasai ma nusia, maka keraguan
akan kebenaran syariat Allah perla-

han akan mun cul dan dominan dalam
 kehidupan.

Padahal, sebagai hamba Allah
tidak ada jalan lain bagi manusia se-
lain tunduk, taat, dan patuh mengiku-
ti seluruh syariat-Nya. “Hai orang-
orang yang beriman, masuklah
kamu ke dalam Islam keseluruhan,
dan janganlah kamu turut langkah-
langkah setan. Sesungguhnya se-
tan itu musuh yang nyata bagimu.”
(QS [2]: 208).

Alquran telah memberikan pema-
paran secara gamblang dan detail
bagaimana nasib manusia yang me -
milih iblis sebagai tuhan dan meng-
ingkari Allah SWT Sang Maha Pencip-
ta. Hal itu terjadi karena mereka ga-
gal memfungsikan indera, akal, dan

hati untuk memahami ayat-ayat Allah
SWT. 

Umumnya mereka merasa kuat,
hebat, kaya, bahkan sangat berkuasa
atas segala hal. Sebut saja,
 misalnya, kaum ‘Ad, Tsamud, juga
termasuk Firaun, Namrut, Haman,
Abu Jahal, dan Abu Lahab. Mereka
semua hidup dalam kesempitan dan
mati dalam kesengsaraan. 

Oleh karena itu, atas nama apa
pun, termasuk modernisasi
sekalipun, sama sekali tak memiliki
hak untuk menggeser peran dan
otoritas Allah SWT dalam kehidupan
umat manusia. Siapa yang berpaling
dari syariat Allah SWT, niscaya keru-
gian dan kesengsaraan akhirnya.

“Dan barang siapa berpaling dari
peringatan-Ku, maka sesungguhnya

baginya penghidupan yang sempit,
dan Kami akan menghimpunkannya
pada hari kiamat dalam keadaan
buta.” (QS [20]: 124).

Sebaliknya, apabila kita beriman
dan bertakwa (tunduk, patuh, dan
taat atas seluruh syariat-Nya) Allah
pasti akan menjadikan negeri kita se-
bagai negeri yang adil, aman, ten -
teram, dan makmur. 

“Jikalau sekiranya penduduk
negeri-negeri beriman dan ber -
takwa, pastilah Kami akan melim -
pah kan kepada mereka berkah dari
 langit dan bumi, tetapi mereka
men dustakan (ayat-ayat Kami) itu,
maka Kami siksa mereka disebab -
kan perbuatannya.” (QS [7]: 96).

Maka dari itu, janganlah coba-

coba melawan Tuhan dengan cara
apa pun. Publik mungkin bisa
 dibohongi, hukum bisa direkayasa,
pejabat juga bisa ditipu. Tapi, Allah
SWT, yang Maha Mengetahui segala
hal, tak dapat dibohongi oleh siapa
pun dan dengan cara apa pun.
Bahkan, Allah mengetahui apa yang
terbetik dalam hati seluruh umat
manusia.

Oleh karena itu, sebagai Muslim,
marilah kita senantiasa melakukan
introspeksi diri. Jangan sampai, tan-
pa sadar kita telah terjebak dalam
pikiran, gagasan, atau bahkan
mungkin tindakan yang mengundang
kemurkaan Allah SWT yang men-
jadikan kita menyesal selama-
lamanya. Wallahu a’lam. ■

hikmah
Oleh Dr Abdul Mannan

Jangan Melawan Tuhan

rehat
Pengacara: Malinda Dee tidak bisa kepanasan
Tenang, sekarang kan selnya sudah full AC

NTB belum punya mitra beli saham Newmont
Coba ajak yang baru jual pasal tuh

Bersambung ke  hlm 11 kol 4-7

Prima Restri

JAKARTA –– Curah hujan yang tinggi
berpotensi menimbulkan banjir dan
tanah longsor. Badan Nasional Penang-
gulangan Bencana (BNPB) memperingat -
kan dalam tiga bulan ke depan terdapat
11 provinsi yang berpotensi terkena
banjir besar dan 16 provinsi berpotensi
terjadi tanah longsor. Selain itu, ada
empat wilayah yang menjadi perhatian
BNPB karena ancaman bencana banjir.

Kepala Pusat Data Informasi dan
Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho
mengatakan, tingginya curah hujan itu
menjadi penyebab utama ancaman ban-
jir. Belasan provinsi itu memang berada
di daerah rawan banjir dan bencana.

PEROLEHAN MEDALI

INDONESIA 87   67 69    

Vietnam 54 55 59    

Thailand 52 41 60

Singapura 29 32 46

Malaysia      27    24   47

Filipina 17 28 34

Laos 5 3   19

Kamboja 3 9 11

Myanmar 1 12 16

Brunei - 1 6

Timor Leste - - 1

Jaga Motivasi!

Oleh Muhammad Hafil

Entah apa maksud Menteri Hukum dan
HAM Amir Syamsuddin dan wakilnya
Denny Indrayana mengajak Syarifuddin S
Pane melakukan inspeksi mendadak

(sidak) ke Rumah Tahanan Salemba, Jakarta,
tapi kemudian meninggalkan mantan narapi-
dana itu sehingga mendapat cemooh dari para
sipir penjara.

Bahkan, Syarifuddin sempat dicerca politikus
PDIP Panda Nababan yang sedang mendekam
di Rutan Salemba tanpa mendapatkan perlin-
dungan sedikit pun dari para pegawai rutan.
Amir dan Denny pada Rabu (16/11) kemarin
melakukan sidak ke Rutan Salemba untuk men-
cari bukti kebenaran video yang dipublikasi
Syarifuddin mengenai kehidupan di dalam sel
Rutan Salemba.

Hingga pukul 22.00 WIB

Benarkah ada jual beli
pasal undang-undang (UU)
di DPR?

UU mengapa bisa inkon-
stitusional, ya seperti yang
kita dengar terjadi karena
ada jual beli. Orang yang
berkepentingan dengan
salah satu pasal bisa mem-
belinya ke DPR. Pasal ter-
tentu yang mengancam eksistensi perusahaan
besar bisa dibeli pengusaha hitam. Jadilah UU
berdasar pesanan, bukan kehendak rakyat. ■

MAHFUD MD KETUA MK

UU Bisa Dipesan

Sebenarnya praktik
jual beli pasal UU itu ada
atau tidak?

Kalau saya, setahu
saya, pasti tidak ada.
Kalaupun ada, kalau punya
bukti, ya laporkan saja.
Tidak ada masalah dengan
itu. Sebagai Ketua Badan
Legislasi, saya tidak mera -

sakan adanya jual beli pasal dalam UU. Kalau
harus mendeskripsikan pengertian praktik jual
beli, saya sendiri tidak tahu apa maksudnya. ■

IGNATIUS MULYONO KETUA BALEG DPR

Tak Ada Jual Beli Pasal UU

Nasib Sang
Whistle Blower
Rutan Salemba

Bersambung ke  hlm 11 kol 4-7

Bersambung ke  hlm 11 kol 1-3

Legislasi Disandera Pemodal

REPUBLIKA

JUAL BELI PASAL

ANCAMAN BANJIR DAN LONGSORAceh

Sumatra
Utara

Sumatra
Barat

Sumatra
Selatan

Kalimantan
Barat

Jawa Tengah
Banten

DKI Jakarta

Jawa
Barat

DI Yogyakarta NTB

Jawa Timur

Sulawesi
Selatan

Sulawesi
Utara

NTT

Papua
Barat

Papua

Potensi Banjir Besar

Potensi Longsor

Keterangan:

Empat wilayah rawan banjir
prioritas BNPB

1. Aliran sungai yang berhulu di lereng
Merapi akibat luncuran lahar dingin

2. DKI Jakarta
3. DAS Bengawan Solo
4. DAS Citarum

Mengapa Jakarta berpotensi banjir besar?
40 persen permukaan tanah sudah di bawah permukaan laut.
Daerah resapan air yang tersisa hanya 9 persen.
90,33 persen kawasan Jakarta sudah kedap air.
81,3 persen air hujan menjadi aliran permukaan karena tak bisa diserap
tanah.
Dari 29 sungai dan 66 saluran, 90 persennya rusak.

Sumber: BNPB

Sebelas
Provinsi Rawan

Banjir Besar

Kamis (17/11)
Pukul 19.00 WIB

LIMA LAGA TERAKHIR

SIARAN LANGSUNG

● RAHMAD DARMAWAN

INDONESIA
(4-4-2)

MALAYSIA
(4-4-2)

9 Sep 2001 SEA Games Kuala Lumpur
Malaysia 2 - 1 Indonesia

2 Agt 1999 SEA Games Bandar Sri Begawan
Indonesia 6 - 0 Malaysia

9 Okt 1997 SEA Games Jakarta
Indonesia 4 - 0 Malaysia

8 Des 1995 SEA Games Chiang Mai
Malaysia 0 - 3 Indonesia  

26 Nov 1991 SEA Games Manila
Indonesia 2 - 0 Malaysia

Titus
Baddrol

Yongki Irfan

Lucas Ibrahim

Egi
Wan zakaria

Mansor

Ahmad
Othman

Asraruddin

Fadhli
Che Mat 

Jasuli

Ramdhani

FerdinandKipuw

Diego

Septia

Yerico

Kurnia

PELATIH Rahmad Darmawan PELATIH Ong Kim Swee
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Nunun Bisa Diadili
Secara In Absentia

JAKARTA — Tidak adanya perkem-
bangan soal keberadaan terdakwa
dugaan kasus suap pemilihan Deputi
Gubernur Senior Bank Indonesia
(DGS-BI), Nunun Nurbaetie, tidak
menghalangi Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) untuk mengajukannya
ke persidangan. Menurut Guru Besar
Fakultas Hukum Universitas Trisakti
Jakarta, Andi Hamzah, Nunun yang
buron tetap bisa diadili. “Terdakwa
korupsi yang melarikan diri bisa di-
adili secara in absentia,” katanya di

Jakarta, Rabu (16/11).
Ketentuan untuk persidangan in

absentia terhadap terdakwa korupsi,
lanjutnya, diatur dalam Undang Un-
daang Nomor 20 Tahun 2001 ten-
tang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Tipikor). Langkah hukum
itu, lanjutnya, dapat menuntaskan
kasus suap pada 2004 itu dengan
cepat. “Ini jalan terbaik dan tercepat
sebelum masa tugas pimpinan KPK
saat ini berakhir.”  

Pendapat serupa disampaikan
anggota Komisi III DPR Bambang
Susatyo. “Kasus Nunun harus
segera dituntaskan. Sidang in absen-
tia intinya bisa saja dilakukan. Tapi,

semua tergantung KPK, mau tidak
melakukannya.” Meski demikian,
kata dia, KPK harus tetap mengejar
tokoh di balik Nunun. 

Pengadilan in absentia pernah di-
lakukan dalam kasus Bank Century
dengan terdakwa mantan pemilik
Hesham al-Waraq dan Rafat Ali Rizvi.
Keduanya tidak hadir meski telah di-
panggil tiga kali. Dalam pertimbang -
an hakim, dalam KUHAP tidak dike-
nal pemeriksaan in absentia, namun
untuk tindak pidana pencucian uang
dan korupsi harus digunakan cara
luar biasa karena keduanya dalam
kategori kejahatan luar biasa. 

� antara ed: dewi mardiani

Polri Turunkan Tim
Usut Kasus Mesuji

BANDAR LAMPUNG – Mabes
Polri menurunkan tim ke Mesuji
pada Kamis (17/11). Tim  berjum-
lah 13 orang itu dipimpin oleh ket-
ua tim pencari fakta kerusuhan
Mesuji, yakni Ins pektorat Wilayah
(Itwil) I Inspektur Pengawasan
Umum (Irwasum) Brigjen Pol Ade
Husin. Tim akan menyelidiki fakta
kasus sengketa lahan antara warga
dan PT Barat Selatan Makmur In-
vestindo (BSMI), hingga penem-
bakan warga dalam kerusuhan itu. 

Menurut Kapolda Lampung
Brigjen Jodie Rooseto, tim akan be-
rada di Lampung hingga Sabtu
(19/11). Tim itu, kata dia, akan
menelusuri ada tidaknya kesalahan
prosedur dalam penembakan yang
dilakukan aparat saat kerusuhan
itu terjadi. “Tim berangkat tadi pagi
ke Mesuji melalui jalan darat,”
katanya, Rabu (16/11) 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Bandar Lampung mendesak Mabes
Polri mengusut kasus penembakan
warga hingga tewas dalam kerusuh -
an Mesuji (Lampung), 10 November
2011. “Jangan hanya membela ko-
rps, sehingga hasil peng usutan

Mabes Polri sebatas sidang pelang-
garan kode etik. Ini jelas ada unsur
pidananya,” kata Direktur LBH Ban-
dar Lampung Indra Firsada.

Menurutnya, penembakan oleh
petugas yang menyebabkan warga
tewas, masuk dalam Pasal 338
KUHP tentang Pembunuhan. Peng -
usutan kasus kerusuhan Mesuji ini
harus transparan. Kasus itu terjadi
saat ratusan warga dari tiga kam-
pung, yakni Sritanjung, Keagungan
Dalam, dan Nipah Kuning, Kecamat -
an Tanjung Raya, Mesuji, ke areal
BSMI. Akibatnya, seorang warga te -
was dan belasan lainnya luka. � mur-
salin yasland/antara ed: dewi mardiani

nasional


